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Salah satu Alternatif Penyelesaian Sengheta vang sudah dikenal di In-
deswesla sdalah proses mediast vang berpangkal pada Blosofi keadilan
restoratif. Penggunaan mediasi dalam sistem hukum [ndenesia selain
didasarkan pada kerangka pesaturan perundang-undangan negara,
s dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa paca linglup mas-
varakal adat secara pon Titigasi, karena mediasi dipraktekkan dalam
masyarakat Indonesia fauh sebehium istilah mediasi populer digunakan
dalam lingkungan lmu hebom, Mediasi membawa dampak posi-
tif untuk proses persidangan serta dapat memberikan peluang bagi
pelaku untuk sadar dan berlangyung jawab, dengan demikian media-
o dapat menjadi uyung tombak dalam sefermasi hukum di Indenesia
karena selaras dan sesuai dengan budaya Indomesta yang menguta-
makan musyawarah dan mafakat antara pelaku dan korban, Tulisan
it berusaha untuk memaparkan beberapa prakeik medissi vang telah
dilakukan di berhagai dasrah di Indoasesta.
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menemukan sebuih resolusi senghketa atau masilah -----..'

volunteer. Prinsip sukarela ini distur dalam Pasal 45 ayat
dihadapi oleh para peserta.”

{2) UL Nomor 8 Tabun 1998 tentang pilihan sukarela bagi
penyelesaian sengketn yang ditempuh melalui pengadilan
dan dituar pengadilan  Pura pihak yang bersengketa datang
b miediasi atas ketnginan mereks seodini secar sukarela dan
tidnk ada paksaan ataupun tekanan dari pihak lain atan pihak
luar " Pransép ketiga adalah pemberdayaan atau empowerment.
Pringep im didasarkan pada asumsi bahwa orang yang ingin
datang ke medias seberarmya mempunyai kemampuan untuk
RPN IRy hesopakatan yang mereka inginkan. Prinsip keempat netralitas
Adapun mediasi pidana sening disebut dengan berbagal abau neutrality. Mediator hanya berwenang mengontrol proses
istilah, antara Lin: “mediation fn criminal cases™ atay betjulan atau tidaknya mediasi, dan tidak bertindak layaknya
mediation in penal matters”, dan “Victim Offender Medistion' seorang hakim yang memutuskan salah atau benarmya salah
karena mediast memperternukan antara pelaku tndak phdan situs pibiek, atau mendukung salah satu plhak,. Prinstp kelima,
dengan korban, ™ Nt yang unik atan an unique solution. Bahwasanya solus
iy dihasilkan dari proses medias tidak harus sesuad dengan

2. Prinsip-prinsip dasar mediasi ar ligal, betapi dapat dihasilkan dari proses kreati

- Model-model mediasi

Merurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor (11 Tahy
2008 Pasal 1 butir 7, mediasi adalah penyelesaion sengkat
mealalui proses perundingan para pthak dengan dibanty obsh)
mediator. Adapun Advisory Conciliation and  Arbitration
Service (ACAS), menyebutkan bahwa mediasi adalah prose
dimana pihak ketiga yvang bersifat netral, membantu d
orang atau lebih yang terfibat dalim sengketa untuk &

Syahrizal Abbas merujuk pada pandangen :
Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi, dikenal dinga
e (safat dasar medisasi,"” vaitu: Procsp pertim acdale
kerahasiaan atan confidentality, Segala sesaatu yang terjad

dalam pertesuan yang diselenggarakan oleh mediator dag
pihak vang bersengheta thidak boleh disiarkan kepada publil endorong terwujudnyakempromidarituntutankedua
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atin mediasi yang berbasis kepentingan [i.rl'h'nﬂ-h&d.}
problem solving, bertujuan untuk nmgl-umluk.a.npau
yang bersengketn dard posisi mercka dan menego
kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hali.h!:ﬂpl
secara kaku." Ketiga, translormative mediation atau medisgh
terapi dan rekonsiliasi Mediasi ini menckankan
mencari penyebab vang mendasar munculnya permasalahas
S istach | Itk g g (iaipen. PR
untuk meningkatkan hubungan di antara mereka o
pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar darl t'eu.nlu-'l’s
peetikaian yang ada™ Keempat, evafuntioe medintion dile
sebagai mediasi nurmative merupakan model mediasi yang
bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkian pada hake
hak lagal dorl para pihak yang bersengheta dalam wila

vang diantisipasi oleh pengadilan =

Proses mediasi dibogi kedalam Hga tahap, tahapa
pertama pramediast, kedua pelaksanaan mediast, dan terakhis
melakukan beberapa  langkah, diantaranva: membangu
kepercayaan  diri bungi ihak, menggal

beril ::;' mr_nl ﬂ:; 5|Fln||'ﬂEu|, mins Perneelezaion beallik secern domwm selal diprakokdons dabam

e kel minsyarakar lndoeesla sk dabuli,  Peradilin sdag,
mengkoordinasikan pihak yang borsengketa, mowaspad il e : :
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dan empat,  menentukan ujuan pertemunn, menciptakan
rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertermu dan
membicarakan kes¢pakatan mereka "

Pada tahap kedua, Wnhap pelaksanaan medias, pihak-
pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan
mwmulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa
lanygkah penting, antara lain; sambutan pendahuluan mediator,
masalah yang disepakati, menciptakan opsi-ops, mencmukan
butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan
mieniturkan kemball keputusan, dan penutup mediasi ™

Tahapan kelipa adalsh whap implementusi hasil akhir
mwtiani, Yadtu tahap dimana para pihak hanyalah menjalankan
hasil-hasil kesepakatan. yang telah mereka tuangkan bersama
dalam suatu peranfian tertulis,
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masional dan menjadi tjuan unnk dicapsd, koenn hidam . ying
hicp berdakon secarn yuridis, sontobogls masumm filesofis.©

Daalam sistermn pemerintahan masyarakat adat Jayapura
dipimpin oleh seorang Cndoafi™ beserta aparatumya. Dalam
mistem i yang dikedepankan adalah musyawarah untuk
mufakal, dan dari praktek COudsfi ind lercemin  bahwa
winterr demokradi sudah merupakan bagian dorl praksis
kehidupan masyarakat adat di Port Numbay.® Adapun dalam
penvelesaian kontlik adat menggunakan pendekatan hukum

5. Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Mediasi Pada
Masyarakat Adat Papua

D4 Papua, hukum adat kebih dominan dalam kebidupan,
masyarakat karena dinilai lebih  menguntungkan  pi
korban darfpada hukum positif.™ Salah eatu contoh ad
penyelesaian senghets melalu jalur non litigasi
masyarakat hukum adat Jayapum (Port Numbay) :
i kenal dengan istilah”Pars-Fara Adat”, * yaitu proses
para pihak yang bersengketa,

Diantara tindak pidana atau pelanggaran adal yang
ditangani oleh pengodilan  adat sdalah: Tindak pidana
bokerasan dalam  rumabh tngga  (KDRT),  perzinahan,
anhhum werhadap wanita dan kepala adat, penganiayaan,

pumdrmmmhhmmmmht
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dan ketidakadilan serta berpthak pada salahsatu pihak yung bersenghets, masyamkat dengan alam sekitar, sertn
vang bersengketa dalam pengambilan keputusan. Dalam membangun kembali lasi sosial.” Adapun struktur lmbagn

pengambilan keputusan, sermua orang berlibat dim men ik sdat Hdick terprsah sendin dan mengd] satu ke dilam stroktur
m}nhnumkmuﬁm:nuuhnnm]mi_ pemmuerintahan negerl, sehingga mjn dan kepaln se*selain
pengambilan keputusan  (osas  demokrasi).  Pengambilan berfungsi sebagal pemerintah neger] juga berfungst sebagai

krputusan oleh kepala adat dilakukan berdasarkin bebera
pertimbangandi  antaranya:  tingkat  kesalahan
dilakukan, pertimbangan si korhan, pertimbangan si p
pertimbangan atan mastkan kepali-kepala suku dan to
mmmmmmmmﬂw

hakim adat/hakim perdamalan. pemerintahan adat/ negen.

Hukum sdat yang hinggs sast inl masth hidup dan
berlnlon dalem masyarokat adat Maloky khostismys Maluko
Tengah yaitu dikenal dengan Hukum Sasi™ Tata cara atau
langkal-langkah yang dilakukan dalam proses penyelesaion
- senp kot oleh lembaga sdat di Matuks tengah adalab; Prosedur
aiawali dengan Pengaduan oleh pihek yang merasa dinugikan
_ kepada raje dan atau kepala soa baik sevara langsung maupun

Di Maluku khusesnye Maluku Tengah ter - mwlalai prrantara” kemudian pemanggilan pam pibak™ dan
e T ST T T e i i
miemiliki adat. Lembaps adat dalom ponyelsaniog
wengheta dikenal dengan nama surie meger?’ dan ; 1.!“]"_]1'1".&!3.]: tersebul telak dipercleh kesepakaiun mengenad

i i sobusi bagi para pihak yang bersengketa, maka kesrpakatan
e patih? Lembaga imi dibentuk malaiui  musya : o i 3
mufakat dalam rapat adst  din akan Jipilih orang-on brrecbut dapat t dalam bentuk perjanjian fertulis.
vang menurut garis Eeturnnan memenufd kriteria untul
dinngkat sebagan fungsicnaris adat yang akan duduk dalam
lemiaga adat tersebut. Tuges utama lembaga sawiri ini adakah
menyelenggarakan  fungsi - peradilan  dengan g
musyawarah untuk mufsakal, yong berintikan terciptanys

6. Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Mediasi Padi
Masyarakat Adat Maluku
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7. Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Mediasi Pa
Masyarakat Adat Aceh

Pada umumnya penyelenggarsan peradilan perdamaim
adat dilakukan oleh lembaga Campong® dan  Muking
Gampong merupakan kesatuan wilayah adat terkecil di
yang terdiri dari beberapa jurong (lorong atau gang), fumpok
atau wung®. Adapun struktor dari sebuah gampung di Aoel
terdiri dari tign unsur; perfama unsur pimpinan Gampon
yaitu kenchik® sebagai pemeganyg adat dan dibantu oleh feagh
mirnasal?® sebagai penegak hukurm; kedua, unsur L -_'_
tulrat, atmu disebut fuga Tiha Pesrt. Ketiga unswar umuugk
wrrieng romee (orang banyak).

Senpketa yang diselesaikan oleh peradilan Gampong
pelaksananya adalah fungsionaris hukum adat yang
ex officio dan kolegial. maksudnya semua anggota das
ketiga lembaga tersebut duduk sebagai hakim, yaitu Kencli
sebagal ketua, Trungks Mennesi dan Tule Peuet s
anggota.® Putusannya adalah putusan damai. J\pnhh
pihak menerima pulusan maka perkara selesai, ¢

apabila salah satu pihak tidak menerima kEpum.sm.

pihak yang bersangkutan dapat mengajukan lagi p

ke tinpkat mukim. *Keurhik berperan aktif dalam !

X Daldom sebatzn sebari-lar sobitan gampong adakalanya dituguian ot
mimyebut lwatan kedinman yeng terdin dari beberapa nemah, ata pasan g il

pusyt pemukinad, [LIEsE Saousi ML Sy, Gompong o Mokim 0 Aook,
Rekonsrruks Pasce Taram) {Banda sceh: Pustaks Rampsin Basnbu, 2000), 9

40 Mikim adalahwilayahyang mesghoandinr beberapa gampong [ Gsal
g g} dalam suat kawasan yang diplmpin sbeh Fmews Bukim dan beres
keepads cnmil

41 Bapkan gompomg borupa kompuken remah-remeh pesdvdul membentiske
webanb Kopiyang agak terplsab dar kamyuang ik

43 Bagian gampong yang etetik paling i foeg.
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Penerapma Nk Adat di Aceh, (Tands Aceb: Pustais Mumspsin flambni, 23031, 74
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bomunikasi dengan sesama perangkal Adat dalam menyikapi
whiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakal, dan
metnberi ruang kepada perangkat Adal lain untuk berperan
dalam mengambil keputusan sesuai dengan bidang dan
kewenangannya” Adapun Tuha Peuet berperan memberikan
nasihat dalam bidang hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan
masyarakal ™ Dalam melaksanakan tugasnya, peradilan adat
Iwersifat pasif. Baik perkara yang terjacli berupa perkara bidang
pidana maupun perkara bidang perdata, peradilun tersebut
pilak akan berinisiatif antuk menyidangkan suatu perkara
anpa ada permintaan dari pihak yang berkepentingan™
Adapun pusat pemyelenggaraan adat istiadat dan peradilan

calat dilakukan i AMennasnle

ALISIS MEDMASI SEBAGAL FPRAKTEK

LESAIAN SENGKETA ADAT DI INDONESIA

Dart pemaparan beberapa konsep medliasi di berbagai
h di Indonesia, dapat dilihat mediasd dinilal sesuai dengan
pemidanasn  untuk  pemulihan  korban,  mencegah
dan memperbaiki kérukunan hidup bermasyarakat

dgaienans yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut beberapa

pristik primer periyelsalan sengketa melalui non litigasi

i penyelesalan sengketa melalui proses litigasi, yattu:
Tabel 1: Karakteristik Primer Proses Penyclesaian Senghketa

i ehan Pevwerarn Hukum Aded i Aomk, [fanda dceh: Pustakas lumpan
‘wpwanmars deggan Amm H, Sekemaris Gempong Moriah |aym, Kec lajab

Andri Kurmiswin, Tugss dsn Fangsl dewchik, Tuhe peugt, Dalae
Pemerinmaban  Gampong Lampisang,  Ketamatsn  Peukan  Eada,
s Mty berilasarian Qaausn Homor 8 el 2004 Tentang Femerntahan
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Karakteristik : Proses Litigasi | Proses Non Litigasi | Proses Kesepakatan | Presentasi bukti-
{Mediasi dalam penyelesaian | masing- bukti dan argument
P Lembaga Adat) -masing pihak | serta kepentingan-
Sukarela/ | Tidak sukarela |Sukarela meryampaikan | kepentingan
tidak baikti dan
Pemuitus Hakim Hakim, pihak yang e |l
bersenghketa, dan NN (. O (g o TR
| aparat dusa m Emaosi . Bebas emosional
—— - e bergejolak .
Putusan: Putusan Putusan mengikat e | !:Iasndepm
mengikat mengikat dan | dan memungkinkan. |
dan tidak kemung} bandin ——
‘mengikat | banding X wl’]m rgﬁcﬁhﬂ“ Yang
Pihak ketiga Irnpme&: Pthak Aparat desa, fika Jicd !tlm'h yang | Lllmmﬂu; SER)
fictals bechasll, plha leh pendapat. | solution)
ul:n.lnmj'a tidak | ketiga dipilih oleh g nhiakE;
mempunyai pura pihak dengan {rlngﬂ el
' keahlian pungawalan aparat inio
tertentu pada disa , Sitsit
|  cubyek yang Publikasi | Publik: Terbuka Publik dan privat
disengketakan = uriuk wmum
Derajat  Formal, sangat | Formal, dan tidak Panjang (512 | Segera (1-6 minggu)
formalitas | terbatas pada | formal disesuaikan tabin) —
striktur I dengan keadaan
dengan aturan | para pihak dan ~ Menurut Bindshedler, sebagaimana dikutip oleh Dewa
yang ketat jents perkara, tetap Wby Sudeka Mangko, ado beberapa segi positif dari mediasi,
yang sudah menciptkan suasana M mediator sebagal penengah dapat memberikan usulan-
ditentukan dingrin, damai, dan lan kompromi di ontars para pihak: mediator dapat
sebelumnya  kekeluargaan giberikan usaha atau jasa lainnya, seperti memberl bantuan
Aturan Sangal formal | Berdasarkan g melaksanakan suaty kesepakatan, bantuan kmuangan,
pembuktian | dan telnis kesepakatan para gpun mengawasi - pelaksansan kesepakatan, ¥ Sependapat
= | pihak an Bindshedler, Mustafa Serdar Ozbek mengatakan bahwa
Hul:rungan Sikap saling | Kooperatif: Kerjasama
para pihak | benmusuhan=
antagonis
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mediator uga menjadi perantara untuk mencapal suatyu keadily
din solusi hukum yang lebih baik bagi semuoa pihak.

Sedingkan jika dilihat dari segl negatiil mediasi sdals
pertama: mediasi hanya dapal diselengyarakan secarn efiekd
jika pars pihak memilild kemauan afan keinginan  umnby
menyelewalkan sengheta socara consensus; kedua, pihak yan
tidak beriktikad baik dapatmemaniaatkan proses mediasi unly
mengulur-ulur wakiu penyelesatan senghotn; ketiga, beberag
jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasl, berutama kasus- kasg
yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yan
tidak menyediakan mang bag pthak untuk melakukan komprom
keempat, mediast dipandang tidak tepat antuk digunakan jik
masalah pokok dalam sebuah sengkets adalah penentoan h
sevara normative mediasi hanya dapat digunakan dalam lapangs
Tikaem prival tidak dalam lapangan hukum pidana.” Dibawah i
aclalah tebel yang menjelaskan tentang kelebihan dan kekurang,
muediasi sebagai altermatil penyelesaian sengkets (APS):

Tabel 2. Potensialitas Mediasi Sebagai APS

Femyelesninn Kelebihan Kelemahan
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